
Tindaklanjuti  SK  Pimpinan,
Komisi  III  DPRD  Sulbar
Berkunjun ke Dishub Sulsel.
MAKASSAR – Komisi III DPRD Sulbar kunjungan kerja di kantor
Dinas  Perhubungan  Sulawesi  Selatan  (Sulsel),  di  Makassar,
Jumat (10/2/23).

Kunjungan  ini  dalam  rangka  menindaklanjuti  Surat  Keputusan
Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 131 Tahun 2022
tentang rencana kerja DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023,
kemudian Hasil Rapat Badan Musawarah Tanggal 19 Januari 2023,
Tentang penyusunan jadwal kegiatan dan rapat DPRD Provinsi
Sulawesi Barat.

Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan
pada  tanggal  08  s/d  11  Februari  2023  di  Kantor  Dinas
Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  di  Makassar  yang
didampingi  dan  difasilitasi  oleh  Sekertariat  DPRD  Provinsi
Sulawesi Barat.

Komisi III DPRD Sulbar dalam mengemban tugasnya menyambangi
Dinas Perhubungan Sulsel, tanggal 8 samapai dengan 11 Pebeuari
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2023. Kunker Komisi III ini dipimpin langsung Wakil ketuanya
H.  Taufik  Agus,  dan  didampingi  Sekretaris  Ismawati  Ramlan
serta  seluruh  anggota  Komisi  III,  yakni  ;  Hasan  Bado,  H.
Husain Haenur, Sabar Budiman, H. Damris, H. Ambo Intang dan
Safaruddin.

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Provinsi Sulawesi
Barat ini juga disampingi Pimpinan OPD mitra kerja Komisi III
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat. Rombongan Komisi
III  disambut  oleh  Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Provinsi
Sulawesi Selatan dan Tiga Kepala UPT Pelabuhan. Dari acara
dialog diketahui bahwa,

“Provinsi  Sulawesi  Selatan  akan  mempunyai  9  Pelabuhan
Pengumpan yang tersebar di Sulawesi Selatan dan peningkatan
serta  kepemilikannya  akan  diserahkan  dari  Kementerian
Perhubungan RI sesuai dengan UUD nomor 23 tentang kewenangan
Pemerintah  Daerah”  Tutup  Wakil  Komisi  III  DPRD  Sulbar  H.
Taufik Agus. (ADV)


